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KEMEN-KP. Tugas Belajar bagi PNS. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/PERMEN-KP/2018
TENTANG

TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi akademik bagi

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi Kementerian, perlu memberikan kesempatan tugas
belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan;

. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.O9/MEN/2011 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
33/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.O9/MEN/2011 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan
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Mengingat

kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan

dan Perikanan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tugas Belajar Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan

dan Perikanan;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang

Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63
Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

S);

. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
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49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1889);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
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jabatan pemerintahan yang bekerja di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan.

. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh

pejabat yang berwenang kepada PNS untuk menuntut
ilmu, mendapat pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,
bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-
hari sebagai PNS.

Pegawai Tugas Belajar adalah PNS yang sedang mendapat
penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar.

Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal/ Direktorat
Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pimpinan Unit Kerja Eselon [ adalah Sekretaris
Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala
Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Biro/Kepala Pusat
lingkup Sekretariat Jenderal, para Sekretaris dan para
Direktur lingkup Direktorat Jenderal, Sekretaris dan para
Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal, para Sekretaris
dan para Kepala Pusat lingkup Badan, serta Kepala Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

Sekretariat Unit Kerja Eselon [ adalah Unit yang
menangani SDM Aparatur lingkup Sekretariat
Jenderal /Direktorat Jenderal /Inspektorat Jenderal/ Badan

di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

8. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

10.

11.

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Kepala Badan adalah pimpinan unit kerja eselon I yang
menyelenggarakan tugas menyelenggarakan riset di bidang
kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya
manusia kelautan dan perikanan.

Pejabat yang Berwenang adalah Menteri atau pejabat yang
ditunjuk yang memiliki kewenangan untuk menetapkan

tugas belajar bagi PNS.
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12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara
pendidikan tinggi baik di dalam negeri dan/atau luar

negeri.

Pasal 2
Tugas Belajar dilakukan dengan tujuan untuk memberikan
kesempatan bagi PNS untuk meningkatkan kompetensi
pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi serta

dapat menunjang tugas dan fungsi Kementerian.

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a.Perencanaan;
b.Jenis, Program, dan Jangka Waktu;
c. Persyaratan dan Mekanisme;
d.Perpanjangan dan Pembatalan;
e. Kewenangan;
f. Hak dan Kewajiban Pegawai Tugas Belajar;
g. Pembiayaan,;
h.Pengaktifan kembali;
i. Monitoring dan Evaluasi; dan

j- Sanksi.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 4

(1) Perencanaan kebutuhan tugas belajar dituangkan dalam
rencana kebutuhan tugas belajar.

(2) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun oleh Sekretaris Jenderal bersama
dengan Kepala Badan berdasarkan usulan dari Sekretariat
Unit Kerja Eselon I.

(3) Usulan rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masing
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